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BABIV 
PENUTUP 
'..) Kesimpulan : 
1. 	 Pe<manfaatan tintas Orbit Geostationeroleh negara-negara lebih 
m~nguntllllgkan negara-negara space powers, karena hal yang 
menyangkut tentaug Orbit Geostationer dan pemanfaatannya tunduk pada 
atllra.n bnkum yang secara umum mengatuT tentang roang angkasa dan 
pemanfaatannya bagi semua negara tanpa membedakan tingkat kemajuan 
telmologi maupun letak geographisnya. 
2. 	 Ketentuan~ketentuan hukum internasional yang ada saat 101. belum 
memberikan perlindungan bagi negara-negara kolong, karen a selain 
belum adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang Orbit 
Geostationer.juga disebabkan bahwa pelaksanaan aturan hukum yang ada 
masih menyerahkan pada kesadaran negaca-negara. 
. 
SanD: 
1. 	 Perlu adanya pengaturan khusus tentang pemanfaatan di tintas Orbit 
Geostalioner yang bersifat "Sui Generis" dan memberikan perlindungan 
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2. 	 P~rlu dibentuknya Organisasi Internasional yang memiliki kewenangan 
dalam mengatur penggunaan Orbit Geostationer sekaligus melaksanakan 
peuga.wasan terhadap pelaksanaannya.. 
''3. 	 Perlunya segera Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi­
konvensi tentang ruang angkasa dan pemanfaatannya. 
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